
: L Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Ungkungan Propinsi Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang,Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang,undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kaij, terakhir dengan 
Undang,Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked\Ja 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoneSia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor n Tahun 2005 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nolnor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587) ; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

a. bahwa datam rangka melaksanakan ketentuan pasal 91 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Oesa, yang mengatur penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Oesa dan dalam rangka menunjang 
petaksanaan Tugas Pemerintahan Oesa dipandang perfu aclanya 
Pedoman mengenal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oesa; 

b. bahwa Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oesa sebagairnana dirnaksud dalam huruf a per1u ditetapkan melalui 
Peraturan Bupatl BekaSi. 

PERATURAN BUPATI BEKASI 
NOMOR ./.$. TAHUN • .t.fli/?.. 

TEITTANG 
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN BEKASI 

BUPATI BEKASI 

- 

Mengingat 

Menlmbang 



BABI 
KETENTlJAN UMUM 

Pasal 1 
iaanl Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I Pene 11lah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bel<aSi. 

2. Pemenntahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemer1ntahan oleh 
Penenntah Daerah dan DPRO menurut asas otooomi dan togas pembentuan 
deigan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Casar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Bu!)ab adalah Bupati Bekasf. 

.t Organisasi Perangkaf Oaerah yang selanjutnya disingkat OPO aclalah Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belrasi • 

5 Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sel<retarlat Daerah, Sel<retariat DPRD, Oinas 
Daerah, Lembaga Tekrus Daerah, Kecamatan clan l<elurahan. 

6. ;.k1lt Kerja adalah Baglan SKPO yang melaksanakan satu atau beberapa tugas clan 
fungsi. 

7 Peraturan Bupatl adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati 
Bekasi 

8. Keca,natan adalah Wilayah Kerja Camat sebagal Perangkat Daerah Kat>Lc>aten 
Bekasi 

9. Carnat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimJ)in Kecamatan 
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memililu batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentlngan masyarakat setempat, 

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTAN:; PEOOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA OESA Di KABUPATEN BEKASI 

r'll!lectan 

MEMUTUSKAN 

6. Pl!rabnn Pene1lldl1 Nomoi 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pernennl:ahan Anlara Pernemlah, Peneuitah Daerah 
Provtnsi clan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republ1k Indonesia Tahon 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asl Nomor 26 Tahun 2001 
tentang Peflataan, Pembentukan dao Pemekaran Kecamatan Di 
Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasl Tahun 
2001 Nomor 12 sen D); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerlntahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 42); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tanun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasl (Lernbariwl Daerah Tahun 
2008 Nomor 6); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasl Nomor 7 Taoon 2009 tentang 
Pembentukan Orgarnsasi Perangkat Dae-ah Kabupaten Bekasi 
(Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7); 



ben:!asaol<an asakl!u dan adat istiallat setempat yang cJaklJi clan dihorniati dalam 
SISbe,n Pemerintahan Negara Kesatuan ~ Indonesia. 

U Pemerintahan Oesa adalah penyelenggafaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 
Desa clan Sadan Permusyawaratan Oesa dalam mengatur dan mengun.,s 
~ masyarakat setempat bel'dasarl<an asal-usul dan adat istladat setempat 
fang dialwi dan dihormati dalam siSWO pemenntahan Negara Kesatuan Rei,t,bllk 
lndonesla 

u. "emer'• tall Desa adalah Kepala Oesa dan Perangkat Oesa sebagai unsur 
Je11,eenggara pemerintahan desa. 

13 l(epala Desa adalah pimp;nan penyelenggaraan lcegiatan Pemerintahan Oesa. 
1 • Ballar, Pemlusyawaratan oesa yang setanJutnya disingkat BPO adalah lembaga 

yang l!J5Ul)ialcaa peiwujudan dernokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Oesa seoagai 1S1SUr penyelenggara Pemerintahan Desa. 

LS. ~ Oesa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan 
~n Desa bersama Kepala Oesa. 

!i>. ~ Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
~. bertugas membantu pemerintah desa dan rnerupal<an mltra dalam 
~l:an masyarakat; 

17. Oanil l'enmbangan adalah pengertian sebagalmana tercantum dalam Undang· 
Slllan9 Homo, 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 
"'.sat da1'I Pemerintah Daerah ; 

1&. ~ Oesa. adalah Semua Hak clan Kewajiban clalam rangka penyejenggaraan 
:,e e:J'llahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
:e"i1Jit kekiryaan yang berhubungan dengan hak clan lcewaJlban desa terse!Jut. 

1li. " g.aian Pendapatan dan Belanja Oesa setanjutnya disebut APB Oesa adalah 
rencana lceuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas clan disetujui bersama 
CJel; oemerlntah desa dan BPO, yang dltetapkan dengan peraturan desa ; 

20. l'engelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan lcegiatan yang mellputl 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban clan 
pengawasan keuangan desa 

21. i::as Umum Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh 
Bupab dan/atau Kepala Desa untuk menampung seluruh penenmaan Desa clan 
5lekJruh pengeluaran Desa 

Z2. Relrening Kas Umum Desa adalah rekenlng tempat penyimpanan uang desa yang 
di!Entukan oleh Bllpati dan/atau Kepala Desa untuk menampung seluruh 
peoenmaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Banlc yang 
clilennikan 

23. Aloicasi Dana Desa adalah dana yang dlalokasakan oleh pemenntah Kabupaten 
\lltUk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat clan 
daetah yang diterima oleh Kabupaten; 

24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Oesa yang selanjutnya disebut PTPKD 
adalah perangkat desa yang dltunJuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan 
pengelolaan keuangan desa 

25. SUrat Permlntaan Pembayaran yang selanjutnya dislngkat Sl'P adalah dokumen 
yang dlterbltkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pe!aksanaan 
kegiatan/bendahara untuk mengajukan permintaan pembayaran 



Baglan Kedua 
Peran dan Tugas 

Pasaf 4 
Oeia:"' pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa memillld peran 
::sa,, tugas sebagai berikut: 
a. fleran clan tugas Kepaia Oesa adalah sebagai berikut: 

L membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APB Desa, 
Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban bersama BPO; 

2. mensosialisasikan Peraturan Desa (Perdes) APB Desa, Perubahan APB Desa dan 
pertanggungjawaban bersama BPD; 

3. menetapkan kel);jakan tentang pelaksanaan APB Desa; 
4 menetapkan kellijakan tentang pengelolaan barang desa; 
5. menetapkan Bendahara Desa; 
6. menetapkan petugas yang melakukan pernungutan penerimaan desa; 
7. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. 

o. Peran dan tugas Sekretaris Desa adalah sebagai berikut: 
l meny\jSun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Desa; 
2. menyusun Drat Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) APB Desa, perubahan 

APB Desa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; 

BAB Ill 
KEKUASMN PENGELOI..AAN KEUANGAN D£SA 

Bagian Pertama 
Kekuasaan 

Pasal 3 
(l) il:eDilia Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan 

pe ,gelooan keuangan desa dan mewakili pemertntah desa dalam kepemilikan 
~ desa yang dipisahkan. 

f2) IC.etlala Oesa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh 
~ Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); 

(] ?e:!il:sana Tel<nis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah Peranglcat Oesa, 
IB 131 • <Ian: 
a. Selaeta,,s Oesa; dan 
b. Pear,gt<at Desa lainnya. 

~ Se!cmans Desa sebagalmana dimaksud pacla ayat (3) ·hun.lf a, bertindak selaku 
1cDordinatllr pelaksanaan pengelOlaan keuangan desa dan bertanggung jawab 
kepada KejlaJa Desa. 

BABU 
ASAS UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D£5A 

Pasaf 2 
A5a5 W!VTl APB Desa adalah tertib, taat pacla peraturan perundangan-undangan, 
debt, ffses> ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadllan, kepatutan, dan 
..:wtaat • 

25.. ~,buaan adalah pembenan peoo,,-. standar pelaksanaan, perencanaan, 
!ll!nEfiban, pengembangan, lltmll,ngan, pendidikan clan pelatihan, konsultasi, 
~. monitonog, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan 
~ pemertntahan desa. 



8ABIV 
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DESA 

Pasal7 
1, Sekrelarls Oesa menyusun Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Desa 

berdasarkan Rencana Kerja Pemerlntah (RKP) Oesa. 
'2 SeKretarls Oesa menyampaikan rancangan Peraturan Oesa tentang APB Oesa 

lr.epada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. 
Pl Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Oesa sebagaimana dlmaksud 

~ (2) kepada BPO untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh 
persetujuan bersama. 

.. Peiyampalan rancangan Peraturan Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (3), 
pallng lambat bulan November tahun anggaran sebelumnya. 

(SI Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3), menitikberatkan pada kesesualan 
dengan Rencana Kerja Pemerlntah (RKP) Oesa. 

Pasal 5 
"!!!ran csar, o.,gas Sadan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagal Bertkut: 
a. e#ooas bersama Kepala Oesa dalam rangka mernpet'Oleh pe,setujuan ber5ama 

?e'llt1r.ln Oesa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Oesa; 
~ :,e,-,)'!.'t:..;._. clar'I menetapkan APB Oesa; 
c. ,:en; r-"' Pelalcsanaan APB Desa; 
e. ~ Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang 

?er.JDiltlill,,\PB Oesa kepada masyarakat. 

Pasal 6 
(1) ?ea, diln wgas Bupati sebagai berikut : 

a. Her>etapl<:an Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa dan 
Peral:wan Desa tentang Perubahan APB Desa paling Lama 20 (dua putuh) har1 
<eja se)ak rancangan Peraturan Oesa tersebut diterima; 

~ Ap!llia Bupati beium member1kan hastl evaluast Rancangan Peraturan Desa 
sebagalmana dimakstld pada huruf a, Kepala Desa dapat menetapkan 
~ Peraturan Oesa menjadl Peraturan Oesa; 

c. Apat)ola hasil evaluast tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPO, dan 
11es>a1a Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Oesa tentang APB Oesa 
dan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Bupatl membatalkan 
l'l?rahran Desa dlmaksud dengan Keputusan Bupati dan sekallgus menyatakan 
berlalwnya pagu APB Desa tahun anggaran sebeiumnya; 

(2) 8upab dapat mendelegastkan peran dan togas sebagalmana dimaksud pada 
Jyat (1) kepada Camat melalul Keputusan Bupati. 

3. menyusul Odrumen Pelaksanaan Ar,ggaran (DPA); 
... menyusun Rancangan Keputu:san Kepala Oesa tentaflg Pelaksanaan Peraturan; 

Oesa tentang APB Desa dan Perubahan APB Oesa; 
5. melalcsanakan Kebijakan ~ APBOesa 
6. melaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Oesa 
7. mer,gusullcan Bendahara Oesa, Beodahara Barang Oesa dan Petugas yang 

mefakLJl<3n pemungutan penerimaan desa kepada Kepala Oesa. 



BABY 
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

Bagian Pertama 
Pendapatan Desa 

Pasal 9 
4-.gga,an Pendapatan dan Selanja Desa (APB Desa) terdlrl dari: 
3.. P!ndapatan Desa 

: Belanja Oesa dan 
L F'9nbiayaa0 0esa. 

Pasal 8 
~ Oesa bersama BPO melakukan penyempurnaan berdasarkan hasll evaluasl 
e .....-, ,ana dimaksud pada Pasal 7 ayat (8) untuk selanjutnya ditetapl<an menjadi 
~Oesa. 

C2] '>a:r: ,,a 8upatl menyatakan hasll evaJuasi Raperdes tentang APB Oesa tidal: 
5P9a dengan kepentingan Umum dan peraturan perundang-oodar,gan yar,g leblh 
tnp, Keiiala Oesa bersama BPO melakukan penyempumaan paling lama 7 (tujuh) 
:an 111!1)3 terhihJng_ sejak dlterirnanya hasll evaluasi. 

(3}l,.:.aclk !iasf evaruasi tidak ditlndaklanjuti oleh Kepala Oesa dan BPO, dan Kepala 
0!5I tetap menetapkan Rancangan Peraturan Oesa terrtang APBOesa menjadi 
~ Desa, Bupatl membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus 
o:e ,r:ata,l be1akunya pagu APBOesa tahun anggaran sebelumnya. 
;-.eua alar1 Peraturan Oesa dan pemyataan beriakunya pagu tahun anggaran 
~ sebagairnana dlrnaksud pada ayat (3), ditetapkan clengan Kep\«usan 
~ 

5}J>aing lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagalmana dimaksud pada 
~ (J), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Oesa dan 
~ Kepala Desa bersama BPO mencabut peraturan desa dimaksud. 

C5) ~n peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan 
oegan PelabJran Oesa tentang Pencabutan Peraturan Oesa tentang APBOesa. 

vl P'!lats2naan pengelu~ran atas pagu APBOesa tahun sebeh.vnnya sebagairnana 
OM!llasud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
"eratural1 Desa sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dlmuat dalam Serita Daerah 
can pemuatannya dllakukan oleh Sekretaris Daerah. 

Ra angan Peraturan Desa te.ca,g APB Desa yang telah dlsusu'I dan dlsetujul 
::,egna dengan BPO, sebe!um ditetapkan oleh l(epala Oesa sebagafmana 
dr'laiaJd ayat (3), paling lambat 3 (tlga) harl kerja disampaikan oleh Kepala Desa 
~ Bupall melalul camat untull diellaluasi. 

,) ~ Pe'atl.lran Oesa terrtang APB Desa sebagalmana dlmal<sJJd ayat (3) 
•11e<aiil<an paring lambat 1 (satu) bulan setelah APSO Kabupaten cfitetapkan. 

-a Evallasl rancangan Peraturan Desa tentang APB Oesa sebagaimana dimal<S\Jd 
~ (6} asampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) harl 
lieJa 9!)ak ranc:angan Peraturan Oesa tersebut diterima. 

('! ~ &mati belum memberikan hasll evaluasl Rancangan Peraturan Oesa 
Iii:: eyg APB Oesa sebagalmana dirnaksud ayat (3), Kepala Oesa dapat menetapl<an 
Fat:angan Peraturan Desa tentang APB Oesa menjadi Peraturan Oesa. 



Baglan Kedua 
Belanja Desa 

Pasal 11 
~ Oesa meliputl semua pengeluaran dari rekening Kas Umum yang 
ne eua+an l<ewajlban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh 
;,<<1c1il'a• ,ya kembali oleh desa. 

Pl Bela,p Oesa terdirl dari Belanja 1idak Langsung dan Belanja Langsung 
P) 9l!!Ja ,ia r111a1t Langsung terdiri dari : 

3. !lelanja Pegawal/Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
:... BesariJa Subsld1 
~ 3elanjil Hibah 
e, !!elar1)a Bantuan Soslal 
e. BEianJa Bantuan Kaiangan 
t. Belar1)a Tak terdyga mlsalnya penanganan keadaan darurat sepertl Bencana 

""""' kebakaran dan sebagainya. 
~ lens Selanja Pegawai/Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaks\Jd 

;;aaa ayat (3), terdiri dari: 
a, "enghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Oesa selain Sebetarls Desa; 
b. ~mjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
c -.-qangan BPD. 

ts) 5l!lanja langsung terdiri dar1 : 
a BelanJa Pegawal/Aparatur 
~ Bdanja Barang dan Jasa 
c. Beianja Modal 

5 .lenls Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (S), terdiri dari: 
a. Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan; 
:.. Honorarium Narasumber/instrukb.Jr/pengajar/ tenaga ahll/pekerja; 
c, Belanja Kursus/Pelatihan/Soslallsasl dan Blmbingan Teknis; 
11. lJang Lembur. 

Pasal 10 
• ~ Oesa adalah Hak Oesa yang diakui sebaga1 peoambah nilai kel<ayaan 

.::ersih. 
(2) ~ desa sebagalmaf\a dimaksud ayat (1), meliputi penerirnaan uang 

;:eaU Reienll1g Kas Umum Oesa, yang merupalc:an hak desa datam satu t.ih"n 
*9:,Jitan dan tldak pef'lu dibayar kemball olel1 desa. 

(r,l'!!nlapa(an ten:ffri dari 3 Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut : 
L~AsliDesa 

• .es, Usaha Oesa; 
2. >1aSl1 Kel(ayaan Desa 
i ""= Swadaya oan Partisipasi 
• ._ Goton9 RO)IOl19 
s, ~ Pendapatan asli desa yang sah 

e, Oll'a l'e'rrtlangan 
a;,c, >iaSil Pajak dan Retrlbusi Daefah; 

2. ea:i,a,, Dana Perimbangan Pusat dan Oaerah. 
c. ~ Pl!ndapatan Asli Desa yang sah 

L 3arcJan KetJangan Pernerintah Proplnsi, Kabupateo/Kota dan Desa lainnya 
2~ 
3.. 5'ffltlangan Plhak Ketiga. 



Pasal 13 
Ss ..mil Perhitungan Anggaran yang selanjutnya dlsell(Jt (SILPA) sebagaimana 
6i •s. ,a Pasal 12 ayat (2) huruf a, adalah sellsih lebih reallsasl pe,,erlmaan dan 
;1@!9'"'ldrall anggaran selama satu periode anggaran yang lalu. 

Bagian KetJga 
Pemblayaan Desa 

Pasal 12 
~ terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan 
PeneT>aan Pembiayaan terdiri dari: 
, 5sa t..eoon Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya 
e, ;em, Dana Cadangan 
c, -,as: Perljualan Kekayaan Desa yang dlpisahkan 
::. "Pl:nelimaall Pinjaman Desa 

_ P•nJl!!lo wan Pembiayaan terdirl darl : 
a. 1'1::1,obentukan Dana Candangan 
=- l'el ,yertaan Modal Desa 
c, PeMbayaran Utang 

Cl) Jms 9elanja Barang dal'l Jaso sebagaimana <lmaksud ayar (5), terciri dart: 
' Belar1Ja Barang Habis Pal<ai; 
b.. i:lalian /mateoal; 
c, Perawatanfpemeliharaan kendaraan bermotor, 
d. !'Vawatan/pemeliharan gedung/kantor dan ffngkungan kantor; 
~ ?e'awatanfpemeliharaan peralatan/perlengkapan Kantor; 
t. Ct<ai(/peoggandaan; 
:, Pre"ni •asuransi; 
• Sawa runal1/gudang/gedung; 
L Sewa sar.,na mo!JilitaS; 
}. ~ aiat berat; 
t.. 5e,,e oe,aiata'1 dan per1engkapan kantor; 
L "'*2nar>dan monuman; 
~ Oinas dan atributnya; 

Pejllla,'9' Olnas. 

leas 31:B'ld Modal sebagaimana dimaksud ayat (5), terdiri dar1: 
JL !lcia J3 t"(J(lal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 
e..9e:lii. Ji modal pengadaan Perangkat keras (hatrfware) dan Perangkat Lunak 

.t.t: ~ komputer 
e, 8'913 "4odal Pengadaan mebeleur 
~ Ek.id'J5 modal pengadaan kontruksi jalan 
~ 5ts Ja Modal pengadaan kontruksi Jembatan 
f. !leliqa "lodal Pengadaan Kontruksl gedung 
~5o.r.li! "lodal Pengadaan penerangan Jalan dan Taman 

!a.qa "1ooal Pengadaan instalasl listrlk dan telepon 
&:s:a:.;a Modal Pengadaan Buku/kepustakaan 



Pasal 15 
• ;,,,.,,;;..aa,• Oesa meliputi kegiatan peng\Jrllpufan bahan, indentifil<asi sumber 

Ile oai:ecan dan penentuan target pendapatan desa. 
~ ~ bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

~· ,c,e,:i11lbat,gkan: 
a. ~,,_ penerimaan Desa pada Tahun anggaran sebelumnya; 
:i. Peraturan Oesa tentang pungutan Desa; 
c, ~ Kekayaan Oesa; 
~ Kellijal<al'I P€merintah Kabupaten Bekasi. 

P) l:antdilcasl SUmber Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: 
a. lodentifikasl PQtensl Sumbef' Pendapatan Oesa; 
I::.. l.ndentifikasl Sumber Pendapatan Dana Perlmbangan; 
c. lndEnli1ikasl S<Jmber Pendapatan lain yang sah. 
f'!!remJan target sebagaimana dimaksud ayat (1) mellpuU 2 (dua) target yang 
:a.Jr dan : 
i. Penentuan Target Penclapatan Asli Oesa meliputi: 

Perieritian Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu Peidapatan; 
2- !'enelitian Buku inventaris Kekayaan Desa; 
3 Pengk.ajian Peraturan Desa tentang Pungutan Oesa; 
" Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Desa; 
5 Pengkajian Kesepakatan-kesepakatan warga tentang partis!paSi dan gotong 

royong. 
:, Peneotuan Target Dana Perimbangan meliputl: 

t Penelitian Buku Kas Umum dan Buku Kas pembantu Pendapatan 
2. Pengkajian Kebijakan yang beri<aitan dengan Dana Perimbangan yang 

diterbitan oieh pemerintah Pusat, Propinsl clan Kabupaten 
-3. Penokallan Poten.si !';umh<ar P,,rvbn:itan °""" 

Pe 9!i'Oilian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan 
Pim ::ien:.aoatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa 
~ :aiac dalam tahun yang sama 
Im*- pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahur>-tahun 
-.nr.,a aibebankan pada belanja tidak terduga; 
Pa.;,a,b31an sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, harus didukung 
de 9!' Ol..l<!i admlnistrl!Si yang lengkap dan sah 

BABY 
PEI..AKSAMAAH APB 0ESA 

Bagian Pertama 
Pendapatan Desa 

Pasal 14 
Sa1lil pendapatan desa dilakSanakan melalui rekening kas desa; 
l'r-..gra., dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan 
..., ,iaoarar, desa clan wajib dicatat dalam APBOesa 

er, 5f'!liJo :,endaparan desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tetSebut harus 
do *'l"S deb bukll adminlstrasl yang lengkap dan sah; 
r:e;aa '.le5.3 wajib menglntensiflcan pemungutan pendapatan desa yang meojadi 
-_; a,g dan tanggungJawabnya 
Fa:e, un desa dilarang mefakukan pungutan sealn darl yang ditetapkan dafam 
.ea ra desa 



Pasal 19 
!?!!laiils!naan pengeluaran dilakukan deogan prlnsip hemat, terarah dan terkenclali 
- 1 a Slel'lgall rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa. 

Pasal 18 
F!!rgelllaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja Oesa 
jka .rtuk pengeluar~n tersebut tidak tersedla atau tidak cutwp dananya dalam 
~; 

(2J i!:etaia Oesa dilarang melakukan atau menjanjikan pengetuaran atas beban 
~ !>esa untuk tuJuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran 
'2!53. 

Pasal 17 
~ Belanja Desa meliputl pengumpufan bahan clan penglsian format 
aq;,arai. 
~ bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputl: 
a ~n Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Oesa) 
c..:_~ Rencana Kerja dan Anggaran Oesa (RKA Oesa) 
c.~ Format APB Oesa 

_ ?::,r,g,s,a,, rormat anggaran setiagalmana dlmaksud pada ayat (1) deflgan 
'2!s'cuan: 
-.:1e,,pe,tiatikan kesesuaian antara program clan kegiatan clatam RKl'Oesa 
~kan kesesuaian rekening 

~l(edUa 
Betanja Oesa 

Pasal 16 
Se!lap Pengeluaran belanja atas bellan APBOesa harus didukung deflgan bukti 
.10nlllistrasi yang lengkap clan sah; 

_ &Ai sebagalmana dimaksud pada ayat (1) haros mendapat pengesahan oleh 
SeJaetans Oesa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bulctl 
~; 
roei,.a.raran kas desa yang mengaklbatkan beban APBOesa tidak dapat dllakukan 
~ rancangan peraturan desa tentang APBOesa ditetapbn menjadi 
:,eraa.randesa; 

i ~ !<as desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tennasuk untuk 
:>E!l!ll ,a desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang 
.X:e ac:«au dalam peraturan kepala desa; 

15:; Se GWaa desa sebagai wajib pungut pajak penghasitan (PPh) dan pajak lalnnya, 
"'2jc ~n seluruh penerimaan potongan dan paJak yang dipungutnya ke 
reie • ,g lcils oegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 



Baglan Keempat 
Anih Penggunaaan Belanja Langsung 

Pasal 21 
3e!ar;,! tcrg5I.Wlg diperuntulcan sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan clan 
~ masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara 

aa c; aan sesuai kemampuan keuangan Desa 
.. !Iii 3"g5U19 diarahkan untuk membiayai kegiatan meliputi: 
&. i;sc.,, r,err(Jiayal k-egiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan prioritas 

SP'l'lg!I Derikut: 
t. 9l!lar,ja Operaslonal Tom Pelaksana Kegiatan. 
2 ~ Kantor dan Ungkungan kantor Kejlilla Desa 
3 PemtJayaran tekening listrik, telepoo, air, surat kabar clan lain-lain 
" ~ dan pertaikan kendaraan dinas 
a Belanja- modal pembellan penengkapan kantor sepertl computer, laptop mesln 

i.a, pr11ter, meja, kursi clan lain-lain 
lb. ~ membiayal keglatan pemberdayaan masyarakat dengan pr1oritas 

cegialan : 
• Pemlleroayaan Sumber Daya Manusia, Pemerintahan Oesa clan Lembaga 

>:emasyarakatan, yang penggunaannya meliputi : 
a. Pembinaan Keagamaan 
ti- PeJayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Sarita 

melalui POSY ANDU 
c. Penunjang kegiatan 10 Program Pokok Pt(I( clan Kesatuan Gerak PIO<, 
11. Penunjang keglatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPQ, 

PAUD, sarana Olahraga, Karangtaruna dll 
e. Operasional Tlm Pelaksana Keglatan 
' Pelaksanaan Musrenbangdes 
g. Peningl<.atan keamanan clan ketentraman Desa. 
~.. penyedian data, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa 

dan pertanggungjawaban meliputi : Pembuatan/pertaikan Profil Oesa, 
dan lain-lain data dindlng, Penjaringan aspirasi masyarakat dan evaluasi 
pembangunan, Penyusunan APB Desa, LPPD dan LKPJ, pejaporan dan 
pertanggungjawaban APB Desa 

Or.a casangan. 
._ ~ cadangan dlbukul<.an da!am rekening ter.;endiri atau disimpan pada 1<as 

:iesa te1s1:nditi atas nama dana cadangan pemerintah desa. 
b. 09"i! caaangao tldak dapat dlgunakan untuk membiayal keglatln lain diluar yang 

l:!!ia". ctb:!apl(an dalam peraturan desa teotang pembenb.lkan dana cadangan. 
,cw..-• yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada 
:.rd e 3la,csariakan apablla dana cadangan telah mencukupl unb.lk melaksanakan 
~ 

BagJan Ketiga 
Sisa Lebih Pertritungan Anggan,n (SILJ>A) 

Pasaf 20 
5'sa ieCll'l perh,rungan anggaran (SllPA) tahun sebefumnya, merupakan penerimaan 
c:e oeyaari yang digunakan untulc 
a. "'8lUIIJpl defisit anggaran apablla realisasi pendapatan lellih kecil c:larl pada 

............ be!anja; 
e, ~ pejaksanaan keglatan ranjutan atas beban belanja langsung; 
e, ""ll!nllanal ~Jiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum 

:i'de• adcan. 



Bag.ian Pertama 
Penatausahaan Penerlmaan 

Pasal 24 
!7e ,,causahaan Penerimaan wajib dllaksanakan oleh Bendahara Oesa; 
-P' 1Rf•1Sahaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) di atas, menggunakan: 

a. 6uaJ kas umum; 
b. iUCll kas pembantu perindan obyek penerimaan; 
c. fUa.J leas harian pembantu; 

'TI3uilallara Oesa wajib mempertanggungjawabl<an penerimaan uang yang menjadi 
~wabnya melaluf laporan pertanggungjawaban penerimaan kepacla Kepala 
Oesa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

BAB VI 
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 23 
;;-o::.aas..iasi Keuangan Desa menggunakan Buku AdminiStrasi Keuangan atau Buku 
ill @II an Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan 
- li!lntlya sesual ketentuan yang berlaku ; 
~, acat,, atau pengisian Buku Admlnlstrasl Keuangan Desa sebagaimana 
a .;,s, Id ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa ; 
>-rac:, penerimaan dan pengeluaran Keuangan oleh bendaharawan Desa harus 
& aa 6 dalam Buku Adminlstrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari 
(.-.;a;a Oesa ; 

:e ICl!fi:b?Wan Oesa secara periodlk clan insidentil membuat laporan 
~Jawaban Keuangan Desa kepada KEl)iala Oesa. 

~ 3eiatl}a langsung yang digunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa 
•e w .. ~ clari jumlah total Belanja Langsung yang telah ditetapkan dalam 
~Oesa 

Pasat 22 
, • ~ W Sesan)a Langsung yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemertntahan 

D!5! seoesar 30% dari jumlah rotal Belanja Langsung yang telah ditetapbn dalam 
Pm:•Desa. 

l Pe..-.gkatan ~ daya ma....sia (SOM) Pemerintahan Desa meloputi 
pendidika,,, Pelatihan, Blmbiogan telalis, Pembekalan clan Study Banding 

J. l(eglatan penguatan kelembagaan rcr /RW 
2. Perrberdayaan Ungkungan, yang penggunaannya meliputi : 

a ~unan/biaya perbaikan sarana publik dalam skilla kecil sepertl 
pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, IOs pasar dll 

e, Unl1.dc penghijauan / tanaman hortikultura 
c, Sarana menunjang kesehatan lingkungan, jamban keluarga. 

l. ~aan usaha / ekonoml, yang penggunaannya mellputi : 
._ Pengembangan lembaga simpan pinjam melalul modal usaha dalam 

beotuk BUMDes, Sadan Pel'kreditan Desa dan lembaga lalnnya. 
:,. Pengembangan usaha mikro clan usaha kedl masyarakat antara lain 

"1elalul penambahan modal usaha serta budidaya pemasatan produk. 
z, lJmJk menunjang kegiatan kelompol< keluarga misl<ln SESual potensi lokal 



BAB VU 
PERTANGGUNGJAWABAN PElAKSANAAN APB DESA 

Bagian Pertama 
Peoetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 

Pasar 27 
nse,.-,s Oesa menyusun Rancangan Peraturan Oesa tentang Pertanggungjawaban 

P 7 : sa aa,• APB Oesa clan Rancangan Keputusan Kepala Oesa tentang 
~ban Kepala Oesa; 

~ O.tO :s Oesa sebagalmana dimal<Sud pada ayat (1) diatas, menyampaikan kepada 
~ Oesa untuk dibahas bersama BPD; 

~ dapaf mengaJukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas laporan atas 
~ban sebagaimana dlmaksud ayat (2). 

Baglan Ketlga 
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana 

Pasal 26 
11,1 ·• ~ban pengeluaran harus dilampiri<an dengan: 

L i!Ur::, bs "'1'UTI 
~ lr3s ::iet"lbantlJ perlndan obyek pengetuaran yang disertai dengan bukti·bukti 
~ ge!Jwan ya,,g sah 

e, !tel i1l3S :,enyetoran PPN/PPh ke kas Negara 

Bagian Kedua 
Penatausahaan Pengeluaran 

Pasal 25 
:;;;>ea__.._ Pengejuaran wajib dilakukan oleh Bendahara Oesa; 

.,._::,,:•> en ~ pengeluaran harus dlsesuaikan pada Peraturan Oesa 
EiXli ~ s.?\:£lesil arau Peraturan Oesa tentang Perubahan APBOesa melalui 
I* .... arl s.rat Jlemwltaan Pernbayaran (SPP}; 
JIE.,,. a, SP<' sebaga•mana dimal<Sud pada ayat (2) diatas, harus <ftseb.JjUl Oieh 
iii IT 0!5I metalui Pelaksana Teknis Pengeiolaan Keuangan Oesa (Pll'KD); 

'* ::ara:a Oesa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi 
a',lllW"g :;a,,,,at,r ,ya melalul laporan pertanggungjawaban pengeiuaran kepada 
IQ::: r Oesa ::iet'lQ lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

5:;::llc;;;•a •1 yang diguiakan Bendahara Oesa dalam melaksanakan penatausahaan 
pe-;e, ...... ~: 
L Li.l Q5 ..run; 

~ os :iembanO.J perlnclan obyek pengeluaran; 
c. a.Iii:., iaS - pembantu 

<-!OClan pertanggurlgJaw penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di 
~ £!, I ,p,rt dengan: 
1. ~ Ci!S OO'ltllTI 

:Ur;.. ~ pembantu perlndan obye!c penerimaan; 
e, !!I.E. !lef1i!l1l'T1ai lalnnya yang san, 



;,..,,, ,.,.,.. APBDesa hanya dapat dilakl,kan 1 {satu) !call dalam 1 {satu) tahun *"'-•· teo.Jall dalam keadaan luar biasa . .JIS. 

l'el.itiimll APSOesa terjadi bila Pergeseran anggarao yaitu Pergeseran antar jenis 
l:ldiqa .::apat dilakukan dengan cara merubah peratoran desa tentang APBDesa. 
~ SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBOesa, yaitu Keaclaan 
,_.,. -,,iet,abl<an sisa leblll pert,itungan anggaran {SilPA) tahun sebelumnya 
,a,:s digu,akan dalam tahun berjalan. 
~ Keadaan Oarurat. 
-- Keadaan Luar Biasa. 
Srai fF"'lil Tata cara pengajuan perubahan APBOesa adalah sama dengan tata 
ao:, pa6apan pelaksanaan AP8Desa. 

BABIX 
BENDAHARAWAN DESA 

Pasal 29 
;&endaharawan Desa dlangkat clarl perangkat desa yang memilikl atau memenuhi 
~n yang ditentukan ; 
Sendanarawan Desa dlangkat setiap Tanun Anggaran Oleh Kepala Desa 
(e:;ala Desa menetapkan Bel'ldahara Desa dengan l<eputusan Kepala Desa 

e : ~ clan tanggung Jawab Bendabarawan Oesa adalah sebagaimana dimaksud 
p,sai 23 Peraturan Bupati ini ; 

~ISendaharawan Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 
BABX 

PENGAWASAN PELAKSANAAN APB DESA 
Pasal 30 

J "engawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa 
.-sanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa ; 

-,Salap 6 (eoam) bolan Kepala Desa menyampaikan laporan reallsaSi pelaksanaan 
~n Pendapatan dan 8elanja Desa kepada Sadan Permusyawaratan Desa; 

BABXJ 
PEMBINAAN 

Pasal31 
Penbinaan terhadap pengelolaan Anggaran Desa dilakukan OO!h Bupati ; 
"'i!mlllnaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Pemberlan 
?edoman, bimbingan, arahan dan supervisi. 

Iii A$ hr .uar biasa 

BABVIII 
PERUBAHAN APB Desa 

Pasal 28 
l'eutllllliwl APBOesa dapat dilakukan apabila terjadi: 
lL. '-laan yang menyebabkan harus dllakul<an pergeseran antar jenis belanja. 

18:aan yang menyebablcan sisa leblh perhitungan anggaran {SilPA) tahun 
-=mya harus digunakan dalam tahun berjalan. 

11-ec· • darurat 

~ pe,setuJuan Kepala Desa dengan BPO sebagamana dmaJcsud pada 
.ip: (2) di al3S, malca Rancaogan Peratuan Desa tentang Pertanggungjawaban 
P!lair:sanaar1 APBOesa dapat diletapkan men;adi Peraturan Oesa; 
)ai *,P waKllJ penyampa,an sebagaimana cfimaksud pada ayat (2) di atas, dilakukan 
i:.*w. lambat J {t!ga) bulan setelah tahun anggaran beralchr 
~ pertanggungJawaban pelaksanaan APB Oesa diatur dalam Peraturan 
leSe-01' 



• 

Oltetapkan Okarang Pusat 
pada tanggal ,;; • ~. l<>•o 

I ~ BUPATI BEKASI, I" • 

....- +±-\> aang meogetahui, memerintahkan pe,,gundangan Peraturan Bupati ini 
:.- . .;,ee:. atar.,ya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

n «, ann l:'Uill berlaku pada tanggal diundangkan . 

Pasal33 

J.Un 
KETENTUAN PflfUTUP 

Pasal 32 
• ea ,a,g neun diatur dalam Peraturan Inf sepanjang mengenal pelaksal'laan 

'ff d.f! dz:z dal'! citetapkan kemuc!ian. 


